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iABSTRAK
Sandra Lestari (2018) : Analisa Putusan Komisi Pengawas Persainga Usaha
(KPPU) Nomor: 01/KPPU-L/2000 Berkenaan Dengan Persekongkolan Tender
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran terhadap pasal
22 berkenaan dengan persekongkolan tender. Dalam putusan KPPU Nomor :
01/KPPU-L/2000 KPPU tidak menggunakan ketentuan pasal 22 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 dalam memutuskan persekongkolan tender, bahwa
persekongkolan tender tidak kepada penguasan pasar tetapi lebih kepada perilaku
untuk mengadakan perjanjian dalam rangka menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000
berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang No 5
Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Bagaimana sanksi bagi pelaku usaha pada putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan
tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dari penelitian ini Untuk
mengetahui Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor:
01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat. Sanksi bagi pelaku usaha pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan   persekongkolan
tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, sumber
data yang digunakan terdiri dari bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan
yang digunakan adalah studi  pustaka Analisa data yang digunakan yaitu Analisa
Hipotetiko deduktif.
Berdasarkan hasil analisa bahwa pada putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-
L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender belum sesuai yang dimaksud
pada ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa dalam
putusannya KPPU hanya menganalisa fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur
kerja sama yang melekat pada tujuan yang berakibat adanya persekongkolan
tender yang menggunakan pasal 1 angka 8 yang mengklasifikasikan kerja sama
untuk menguasai pasar, sedangkan dalam pasal 22 tidak ada ketentuan secara
ekspilisit yang mengatur penguasaan pasar, pasal 22 lebih mengarah kepada
perilaku pengusaha untuk melakukan perjanjian kerja sama yang dapat
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
